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ARSTRAE

Pensecrtifikat tanah merupakan salah satue upaya untuk
memperolen kepastian hukum kuasa atas tanah karena
sertifikat tanah yang diterblitkan oleh DBadan Pertanahan
tidak saja berfungsi sebagal alat pembuatan yang kuat
tetapi juga dapa dijadikan sebagai Jjaminan untuk
mandapatkan Kredit Bank.

Dalam proses sertifikat tanah tidak jarang terjadi
masalah berupa sengketa boilk mengenai batas sepadan maupun
mengenai siapa sebenarnya yang berhak. Masalah sertifikatsi
Lanah  itu perlu mendapal penyalaesaian sccara btuntas agor
Chedale mesnimlanbkim i Len negobi 0 Lorhadnp apoaral pomociobsh
khususnys aparat BPRE.

Permasalahannya adalah sejauh mana peran serla plhak
LPH dalam penyvelsaian sengketa sertifikat tanah serta apa-
kah vang menvebabkan terjadi sengkets sertifikat tersebut.

Menurut hasil penelitian, sengketa sertifikat +tanah
terjadi bailk sebelum sertifikat dikeluarkan maoupun setelah
serbltikat diterbitkan oleh pihak BPH,

Fenyelesaian sengkebta yang terjadi sebelum sertifikat
diterbitkan adalah dilakukan secara musyawarah dan
kekeluargaan atau diselesaikan melalul lembaga HAN.
5edangkan penyeleszalan sengketa wyang terjadi setelah
sertifikat diterbitkan dilakukan melalui pengadilan yaitu
rengadilan Tata Usaha Megara (PTUH).
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BABR I

PENDAHITLD AN

M. Labar Belakarg

l'anah dalam arti permukaan bumi sangat penting artinya

pagi kehidupan manusia, lebih-lebih bagli masyarakat Indone-

Tl

=ia, dimana lehih dari 60 % pendudukoya masih hidup dari
sektor pertanian. Oleh karena itu perlu adanya Kepastian
fukum hak-halk atas tonoh bagl pemiliknva.

Untuk menjamin adanya kepastian hokum hak-hak atas
tanah maka UUPA mewajibkan semua hak—halk atas tanah harus
didaftarkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal
L, 43, 42, dan 318 DUPA,

Pazal 13 mewajibkan kKepada pemerintah menvelenggaorakan
pondastftoran tanah di selurub wiloyob RT. Sedangkan pasal
2% 32 dan 38 umipAa meletakkan kewajiban kepada para
pomeganoenya atas Lonai o unlbulk moepdol Lackan Tanablnyn agur
morcka. memporaleh kepasbian  hulkum  atas tanshnya ({Saqjuti
Thilib, 108%7.

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka Kepada yang
beritalk akan diberikan sureat fonda buakitl hakswya ataw yang
dikenal dengan "SertiFikot tanah" yang berclaku schagal alat
pembuktian yang Kuat sepertl yang diseputkan dalam pasal 19
ayat. (2) © yang berbunyl :

WProndaltaran Lerscbut dalam ayat (1) pasal ind
med iputi



BAR 1L

HASLL DAN PEMBAHASAN

A. Poelaksanaan Sertifikat Tanah Pada BPN Kadya Padang

Falau kita lihat Iinstansi vyang menangani masalah
partanahan ini sajak berlakunya UUPRPA, =zudah mengalami
Leberapa kali perubahan. Sampai tahun 1967 Instabs]

Portanaban pernah menjadi Departemen tersendiri, Kemudian

pada tabhun 1967 berubah menjadi Direktorat Jendral Agraria
dan Transmigrasi dan berubah lagi menjadi Direktorat

denderil Aqracia di bawoh Bepacrtemen Dalan Hegord . ARN L rova

cibentulklah padan Pertanaban Masional (VBPH ) schagal lembaga
Forsendivci yang menangant bidang pertanahan sconra Husionol

dengpan Bepperas Moo 20 Pahun 1oss

Adapun  perbimbangon dibentuknya BPN jtu ialabh untuk
menyelesaikan masalal pertanahan secara tuntas karena
dendgan  meningkabtnya  kobutuhan penguasaszn dan [rEmg YU n
Canah untulk  kepentingan pembangunan maka meningkat pula

masalah yahg kimbul dibidang portanahan.

Manurut Keppros Mo, 26 'Tabun 1988 BPHN merupaskan swaaba
hexmbiaggi Pemer 3 Lahoan won Bepartemen yang berkedudolkan dan

s Langiung awab Iangaundg koepada Prosiden. [N membantu
prosiden dalam mengeiola  dan mengemnbangkan: administrasi

pertanaban dengan dipimpin oleh seorang kepala.
BRH yang Déerada d3

ibukota negara {Pusat) adalah



BAB TIXII

EESITMIMULAN DAN SARAN

Ao Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya

maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

E

+ Bebab-sebab terjadinya sengketa sertifikat tanah antara

lain karena sertifikat itu diterbitkan bukan atas nama
orang vyang berhak, ada anggota kaum vang tidak diikut
sertakan. Penerbitan sertifikat terhadap tanah yang
masih dalam sengketa atauw adanya sertifikat ganda. Hal
iny dapat dilibat dari dalil gugatan penggugat vang
diajukan ke PTUN Padang.

Peran serta BPN dalam penyelesalan sengketa sertifikat
tanah adalah tergantung pada tahap apa sengketa itu
terjadi. Apabila =sengketa itu terjadi pada ‘waktu
permohaonan masih dalam proses maka pihak BPFN akan
mengambil tindakan menangguhlkan penerbitan sertifikatnya
dan meminta Xepada pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan masalahnys melalaul lembaga EAN.

Sedangkan Kalau sengketa ite terijadi setelah sertifikat
diterbitkan olech pihak BPN maka untuk penyelesaiannya
dilakukan melalui Pengadilan [PTUN) ini misalnya
tuntutan untuk peambatalan surat keputusan penegasan hak

milik atas nama orang vyang discbut dalam sertifikat

1%
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